
 

ABSTRAK 

Penelitian ini secara khusus menganalisis pertanggungjawaban Pemerintah 
Daerah Kabupaten Jepara dalam mengawasi penerapan peraturan zonasi toko 
modern, yang didasarkan pada prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2024. Latar belakang 
masalah muncul dari dinamika persaingan antara toko modern dan pasar 
tradisional, dari situ peraturan zonasi menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan 
ekonomi lokal. Rumusan masalah difokuskan pada bagaimana 
pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan 
terhadap peraturan zonasi toko modern berdasarkan prinsip otonomi daerah di 
Kabupaten Jepara, dan apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam 
menegakkan peraturan zonasi toko modern serta bagaimana upaya pemerintah 
daerah untuk memperbaiki efektivitas pengawasan tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris untuk 
menggali data secara mendalam. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara 
dengan pejabat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta 
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, dilengkapi dengan 
observasi lapangan langsung di lokasi zonasi. Pendekatan ini memungkinkan 
pengungkapan struktur hierarkis pengawasan, mulai dari tanggung jawab tertinggi 
Bupati, koordinasi lintas instansi seperti Disperindag, Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP), hingga mekanisme pengawasan berlapis melalui sistem Online Single 
Submission (OSS) digital serta evaluasi bulanan secara rutin. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah 
daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan zonasi toko modern 
berdasarkan prinsip otonomi daerah di Kabupaten Jepara telah menunjukkan 
komitmen kuat dengan menegakkan Perda Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 
2024 melalui ketentuan kuota maksimal 4 toko modern di koridor jalan nasional, 
provinsi, atau kabupaten, otonomi nyata melalui evaluasi bulanan dan penerapan 
sanksi bertingkat, serta otonomi bertanggung jawab melalui transparansi publik 
dan respons cepat terhadap pelanggaran. Meski demikian, hambatan internal 
seperti konflik kepentingan di kalangan pejabat, keterbatasan sumber daya 
manusia (SDM), serta ekspansi agresif toko modern berjejaring, terutama yang 
berdekatan dengan pasar tradisional, masih menjadi penghalang utama efektivitas 
pengawasan. Sebagai upaya adaptif, pemerintah daerah telah menerapkan strategi 
pembedaan jam operasional untuk mengurangi dampak negatif dan mendukung 
keberlanjutan ekonomi lokal. 

Kata kunci: Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, pengawasan, peraturan zonasi 
toko modern, otonomi daerah. 

 

xi 


	ABSTRAK 

